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Aceh, yang terletak di ujung utara Sumatera, dulunya dikenal sebagai Serambi Mekkah dan merupakan
provinsi yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Saat ini, Aceh masih merupakan
salah satu provins yang paling konservatif dan religius di Indonesia. Peraturan perundang-undangan
nasional, melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memungkinkan Aceh,
sebagai daerah otonom khusus, untuk menegakkan hukum syariah, yang berasal dari gjaran agama lslam,
khususnya Al-Quran dan Hadis. Pasal 125 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menetapkan bahwa

pel aksanaan hukum syariah di Aceh harus dilakukan melalui pemberlakuan Qanun. Qanun adalah peraturan
Islam, setara dengan Peraturan Daerah (Perda) namun isi Qanun harus didasarkan pada Islam dan tidak
bertentangan dengan hukum syariah. Qanun terakhir, yang merupakan konsolidasi dari Qanun-ganun
sebelumnya adalah Hukum Pidana Islam, yang diperkenalkan melalui Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat (<em>Qanun Jinayat</em>). Peraturan tersebut secara resmi disahkan pada bulan Oktober
dan mulai berlaku pada 23 Oktober 2015 dan sgjak diperkenalkan di Aceh, implementasinyatelah
melahirkan kontroversi di masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, terutama karena
adanya legitimasi hukuman badan yaitu hukuman cambuk. Di sisi lain, sebagai anggota PBB, Indonesia
telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Anti
Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Konvensi Hak-hak Anak. Lebih lanjut lagi, dalam sistem hukum
positif di Indonesia, KUHP tidak mengenal jenis hukuman cambuk.

Aceh distincts itself as avery unique province compared to other provincesin Indonesia. Today, Acehis
still among Indonesia’ s most religiously conservative and observant provinces. The national legislation,
through Law Number 11 of 2006 concerning The Government of Aceh, allows Aceh, as a specia
autonomous region to enforce the syariah (Islamic) law, which derives from the religious precept of 1slam,
particularly the Quran and the Hadith. Article 125 of the Law of the Government of Aceh stipulates that the
implementation of the syariah law in Aceh must be done through the enactment of a Qanun. Qanun is an
Islamic bylaw, equivalent to the Regional Regulation (Perda) however the content of the Qanun must be
based on Islam and shall not contradict with the syariah law. The latest Qanun, which is the consolidation of
the three previous Qanun was the Islamic Criminal Law, introduced through Qanun Number 6 of 2014
concerning The Jinayat Law (Qanun Jinayat). The bylaw was formally enacted in October and entered into
effect in 23 October 2015 and since itsintroduction in Aceh, its implementation has spawned controversy in
the community, both at the local (Aceh) and national level including capturing global attention, particularly
due to the legitimation of corporal punishment in Indonesia, namely caning. In addition to such, asa UN
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Member, Indonesia has ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading
Treatment or Punishment, the Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child. On the other
hand, Indonesia’s criminal system (KUHP) does not recognize corporal punishment.



